PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1512230034773

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha
(NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha . PT JALANESIA JENNAIRA JAYA

2. Alamat Kantor :JL. BHAYANGKARA II NO. 156, Desa/Kelurahan Cipocok Jaya, Kec.
Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten,
Kode Pos: 42121

No. Telepon 081298975430

Email : jalanesiajaya@gmail.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KBLI)
5. Skala Usaha : Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal
Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan,
serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Desember 2023

Menteri Investasi/

Dicetak tanggal: 15 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha. 'W 2 | Balai
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. I | Sertifikasi
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. S | Elektronik

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



mailto:jalanesiajaya@gmail.com

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1512230034773

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

. Tingkat Perizinan Berusaha
No, Kode KBLI Judul KBLI Lokasi Usaha Risiko Jenis Status Keterangan
1 (46100 Perdagangan|Jl. Bhayangkara Il no. 156 Rendah NIB Terbit -
Besar Atas |RT/RW 01/02 , Desa/Kelurahan
Dasar Balas |Cipocok Jaya, Kec. Cipocok
Jasa (Fee) [Jaya, Kota Serang, Provinsi
Atau Kontrak|Banten
Kode Pos: 42121
2173100 Periklanan |JI. Bhayangkara Il no. 156 Rendah NIB Terbit -
RT/RW 01/02 , Desa/Kelurahan
Cipocok Jaya, Kec. Cipocok
Jaya, Kota Serang, Provinsi
Banten
Kode Pos: 42121
3129200 Industri JI. Bhayangkara Il no. 156 Menengah [NIB Terbit -
Karoseri RT/RW 01/02 , Desa/Kelurahan |Rendah Sertifikat | Terbit -
Kendaraan |Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Standar
Bermotor Jaya, Kota Serang, Provinsi
Roda Empat |Banten
Atau Lebih |Kode Pos: 42121
dan Industri
Trailer dan
Semi Trailer
1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.
1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab _
Pelaku Usahg. _ _ N N _ _ _ _ W y | Balat '
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. ' j' Se red s asi
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. S | Elektronik
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




w

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

w\ Balal
\ J' Sertifikasi

R | Elektronik




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1512230034773

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha

(NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT JALANESIA JENNAIRA JAYA

2. Alamat Kantor : JL. BHAYANGKARA Il NO. 156, Desa/Kelurahan Cipocok Jaya, Kec.
Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten,
Kode Pos: 42121

No. Telepon : 081298975430

Email : jalanesiajaya@gmail.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KBLI)
5. Skala Usaha : Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal
Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan,

serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Desember 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

[=
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha. ' Balai
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 4 ‘ Sertifikasi
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. N\ Elektronik

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1512230034773

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

. Tingkat Perizinan Berusaha
No. Kode KBLI Judul KBLI Lokasi Usaha Risiko Jenis Status Keterangan
1146100 Perdagangan|Jl. Bhayangkara Il no. 156 Rendah NIB Terbit -
Besar Atas |RT/RW 01/02 , Desa/Kelurahan
Dasar Balas [Cipocok Jaya, Kec. Cipocok
Jasa (Fee) [Jaya, Kota Serang, Provinsi
Atau Kontrak |Banten
Kode Pos: 42121
2 {73100 Periklanan [JI. Bhayangkara Il no. 156 Rendah NIB Terbit -
RT/RW 01/02 , Desa/Kelurahan
Cipocok Jaya, Kec. Cipocok
Jaya, Kota Serang, Provinsi
Banten
Kode Pos: 42121
3 29200 Industri JI. Bhayangkara Il no. 156 Menengah [NIB Terbit -
Karoseri RT/RW 01/02 , Desa/Kelurahan [Rendah Sertifikat | Terbit -
Kendaraan |Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Standar
Bermotor Jaya, Kota Serang, Provinsi
Roda Empat |Banten
Atau Lebih |Kode Pos: 42121
dan Industri
Trailer dan
Semi Trailer
4143216 Instalasi JI. Bhayangkara Il no. 156 Menengah [NIB Terbit -
Sinyal Dan [RT/RW 01/02 , Desa/Kelurahan [Tinggi Sertifikat |- Belum Lakukan
Rambu- Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Standar [Terverifikasi  [pemenuhan standar
rambu Jalan [Jaya, Kota Serang, Provinsi - Lakukan melalui oss.go.id
Raya Banten pemenuhan |paling lambat 90
Kode Pos: 42121 persyaratan  [(sembilan puluh)
melalui hari kerja sebelum
0ss.go.id waktu perkiraan
mulai
beroperasi/produksi
5142929 Konstruksi  |JI. Bhayangkara Il no. 156 Menengah |NIB Terbit -
Khusus RT/RW 01/02 , Desa/Kelurahan | Tinggi Sertifikat |- Belum Lakukan
Bangunan  [Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Standar  [Terverifikasi |pemenuhan standar
Sipil Lainnya [Jaya, Kota Serang, Provinsi - Lakukan melalui oss.go.id
Ytdl Banten pemenuhan paling lambat 90
Kode Pos: 42121 persyaratan  |(sembilan puluh)
melalui hari kerja sebelum
0ss.go.id waktu perkiraan
mulai
beroperasi/produksi
1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

w

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

(}’f ;}\ Balai
> j Sertifikasi
N | Elektronik




Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Kementerian/Lembaga (K/L).

3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.
1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab
Pelaku Usaha. 7 Balai
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. /‘ Serttftka_sm
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. N\ Elektronik
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 15122301136730020

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
USAHA PT JALANESIA JENNAIRA JAYA DI KOTA SERANG, BANTEN OLEH PT PT

Menimbang

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

JALANESIA JENNAIRA JAYA

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
ditetapkan:

i. Pasa 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan
Perizinan Berusaha;

ii. Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk
usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis
melalui sistem OSS;

b.  bahwa rencana Usaha PT JALANESIA JENNAIRA JAYA di Kota Serang,
Banten oleh PT JALANESIA JENNAIRA JAYA yang wajib memiliki UKL-
UPL;

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha PT JALANESIA

JENNAIRA JAYA Oleh PT JALANESIA JENNAIRA JAYA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA PT JALANESIA JENNAIRA
JAYA DI KOTA SERANG, BANTEN OLEH PT JALANESIA JENNAIRA JAYA.

Nama Usaha PT JALANESIA JENNAIRA JAYA, dengan lokas Usaha J.
Bhayangkara Il no. 156 RT/RW 01/02 , Desa/lKelurahan Cipocok Jaya, Kec. Cipocok
Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah

1. NamaPelaku Usaha . PTJALANESIA JENNAIRA JAYA
2. Nomor Induk o 1512230034773
Berusaha (NIB)
3. NamaUsahadan/atau PT JALANESIA JENNAIRA JAYA
Kegiatan
4.  Jenis Usahadan/atau : 29200 - Industri Karoseri Kendaraan Bermotor
Kegiatan Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan
Semi Trailer
5. NamaPenanggung . HARDI IRIANTO
Jawab
6.  Jabatan . DIREKTUR
7. Alamat . JL.BHAYANGKARA II NO. 156, Desa/lK elurahan

Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang,
Provins Banten
8. Lokas Kegiatan : J. Bhayangkara Il no. 156 RT/RW 01/02 ,

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung

jawab Pelaku Usaha.

wn

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. N

d?‘\ Balai
| ﬁ Sertifikasi

Elektronik

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




Desa/Kelurahan Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya,
Kota Serang, Provinsi Banten

9. No. Telepon . +6281298975430

10. Email . jaanesigiaya@gmail.com

KETIGA . Ruang lingkup rencana Ugaha ini adalah: Industri karoseri kendaraan bermotor roda
empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer

KEEMPAT : Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | keputusan ini.

KELIMA : Pelaku Usahawajib memenuhi Persetujuan Teknis, antaralain:

1.  Pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1;

2. Pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I11;

3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai mana tercantum dalam
Lampiran 1V,

4.  Analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

KEENAM . Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku
Usahawagjib:

1. Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi
dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;

2. Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana
Lampiran VI Keputusan Menteri ini;

3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4.  Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan ini;

5. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah
yang dihasilkan;

6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran | keputusan ini;

7.  Melaksanakan ketentuan pel aksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating
Procedure (SOP);

8.  Meakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang
digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana
kegiatan ini;

9. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan
terkait dengan kegiatan tersebut;

10. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1
(satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6
(enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali
kota sesuai dengan kewenangannya.

KETUJUH :  Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup
di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota
sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sgjak diketahuinya
timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wgjib dikelola sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran | keputusan ini.

KEDELAPAN . Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KESEMBILAN . Pedaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan
apabilaterjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab
lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KESEPULUH : Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyusun
Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung . .

jawab Pelaku Usaha. A .5 | Balai F
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. ':— }ﬁ\:l Sertifik ast
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. 7 | Elektronik
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha
dan/atau kegiatan dilaksanakan.

KESEBELAS :  Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan
prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha
KEDUABELAS . Keputusan ini berlaku sgjak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan
berakhirnya Perizinan Berusaha.
Ditetapkan di © Jakarta
Pada Tanggal : 15 Desember 2023
o)

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Republik Indonesia

Tembusan Yth:
1. Gubernur Banten
2. Walikota
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
7. Direktur Jenderal Planologi K ehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

jawab Pelaku Usaha. Balai :
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. J Sertifi k”,'”
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. . g Elektronik
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung i
b
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